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PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/MS.Ksg

szl ozl alll oans

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 1116046905820001, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat/Tanggal Lahir Kualasimpang 29 Mei 1982, Umur 42
tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Dusun Panca Mulia,
Kampung Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh

Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat/Tanggal Lahir
Asahan, 01 Januari 1976, Umur 48 tahun, Agama Islam Pendidikan
SMA, Alamat Gang Tulus, Gampong Karang Anyar, Kecamatan
Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah

Kualasimpang dengan Nomor 494/Pdt.G/2024/MS.Ksg, pada tersebut, mengajukan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07
Juli 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
0179/09/1X/2016 tanggal 14 September 2016;
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2. Bahwa pada saat menikah Penggugat yang berstatus janda, dan Tergugat yang

berstatus Duda;,

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah
milik Penggugat di Dusun Panca Mulia, Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway,
Kabupaten Aceh Tamiang, sampai dengan tanggal 13 April 2024;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama,;

4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  tempat/tanggal lahir : Aceh Tamiang 26 Juni 2014
jenis kelamin laki-laki;

5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis sejak tahun 2022, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:

6.1 Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6.2 Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
6.3 Bawa Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tersebut
terjadi pada tanggal 13 April 2024, yang dikerenakan antara Penggugat dan Tergugat
sering berselisih paham, maka akibatnya saat itu antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang keluar dari rumah pergi meninggalkan
Penggugat;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha
menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri serta
berusaha menasehati Tergugat dan sudah berupaya untuk mencari jalan terbaik demi
keutuhan rumah tangganya, namun tetap saja Tergugat tidak ada upaya untuk
memperbaiki keadaan rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan
perselisihan serta selalu tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki setiap perselisihan
yang terjadi;

9. Bahwa oleh keadaan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak ada kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh
lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati,

setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain;
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10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
menghadap secara in person, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara
sah dan patut;

Bahwa pada saat persidangan Majelis Hakim telah memberikan saran dan
nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan mempertahankan kembali
rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa setelah mendengar saran dan nasehat Mejelis, Penggugat
menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan untuk berpikir
kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya
sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa
perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini maka cukup
merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat
(1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di
persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk bertindak hukum mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Penggugat telah
mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak
manapun secara lisan pada persidangan tanggal 10 Juni 2024 dengan demikian
pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan
ketentuan Pasal 271 dan 272 Ry;

Menimbang, bahwa perkara ini telah sampai pada tahapan musyawarah
majelis, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk
wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan, maka atas pencabutan
perkara yang dilakukan oleh Penggugat Majelis sepakat menyatakan permohonan
atas pencabutan perkara ini tidak perlu menunggu jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang adalah pelaksana
kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya
ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57
ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah
dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009,
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 494/Pdt.G/2024/MS.Ksg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
173.500,00-(seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami
Muhammad Reza Fahlepi, S.H.l., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Renata
Amalia, S.H.l., dan Hanif Rabbani, AS, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu Sukri D Bintang, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I. Muhammad Reza Fahlepi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hanif Rabbani, AS, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sukri D Bintang, S.H.
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Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 70.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 23.500,00
4. PNBP Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
6. Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 173.500,00
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